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Pendahuluan

PERKEMBANGAN Al DAN OTOMOTIF

Kecerdasan buatan (Al) mendorong terciptanya kendaraan otonom berbasis autopilot yang mampu
beroperasi mandiri menggunakan sensor LIDAR, kamera, dan GPS. Teknologi ini dirancang untuk
meningkatkan keselamatan lalu lintas (safety driving), mengoptimalkan rute, serta mengikis faktor
kelalaiaon manusia (human error).

DILEMA HUKUM DAN KEGAGALAN SISTEM

Meski menjanjikan efisiensi, kendaraan otonom tetap memiliki risiko kegagalan sistem penginderaan
atau pengereman darurat yang memicu kecelakaan fatal. Muncul ketfidakpastian penetapan
subjek hukum pertanggungjawaban antara pengemudi manusia, pabrikan kendaraan, dan
pengembangan perangkat lunak Al.
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Pendahuluan

URGENSI REGULASI DI INDONESIA

Kehadiran Rill di Indonesia: Sejak 2014, kendaraan berfitur autopilof (Tesla, Mercedes-Benz, BMW,
BYD, Hyundai) telah beroperasi di jalan raya Indonesia.

Dampak Insiden Fatal: Kasus kecelakaan nyata seperti insiden Tesla di Florida (AS 2019), Handan
(China 2016), dan insiden BYD di Jakarta (2026) menegaskan urgensi proteksi hukum.

Perlindungan Konsumen: Perlunya aturan rinci untuk menjamin kepastian hukum pengemudi,
pemilik, serta tfanggung jawab produsen atas kegagalan teknologi di luar kendali manusia.
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Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, ditulis oleh Febby Mirza Juliansyah (2022) menunjukkan bahwa UU LLAJ belum
secara khusus mengatur penggunaan transportasi dengan sistem aufopilot. Regulasi yang masih
didasarkan pada kendaraan konvensional yang dikendalikan oleh manusia, sehingga
menimbulkan ketidakjelasan mengenai pengakuan hukum kendaraan aufopilot dan
pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan
sistem.

Penelitian terdahulu kedua, ditulis oleh Rahmad lkbal Devid, Afika Nailah Syirva, Salma
Mawaddah Mas'udi (2025) menunjukkan bahwa kerangka hukum transportasi di Indonesia saat ini
belum mampu sepenuhnya dalam mengakomodasi perkendangan teknologi kendaraan
autopilot. Regulasi yang ada, khususnya UU LLAJ masih berorientasi pada kendaraan yang
dikendalikan oleh manusia sehingga belum mengatur secara jelas tanggung jawab hukum
apabila terjadi kecelakaan akibat kegagalan sistem aufopilot. Selain itu, belum terdapat regulasi
khusus yang mengatur standar operasional, keamanan, maupun perlindungan konsumen
terhadap penggunaan kendaraan autopilot di Indonesia.
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Tujuan Penelitian dan Alasan Penelitian

* Membedah ketiadaan dan keterbatasan kerangka hukum UU LLAJ Indonesia saat ini
dalam merespons kendaraan otomatisasi berbasis Al.

* Menganalasis dan membandingkan pengaturan hukum kendaraan otonom di Amerika
Serikat (Commow Law) dan China (Civil Law).

* Merumuskan konsep regulasi komperhensif sebagai masukan pembaruan UU LLAJ demi
kepastian hukum dan keselamatan pengemudi di Indonesia.
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Pertanyaan Penelitian/Rumusan Masalah

1. Pengaturan hukum kendaraan autopilot dalam sistem hukum transportasi
di Indonesia saat ini.

2. Konsep pengaturan hukum kendaraan autopilot di negara Amerika Serikat
dan China yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan regulasi
kendaraan autopilot di Indonesia.

niversitas
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (legal research) yang menggunakan
pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk menganalisis perbedaan
pengaturan hukum kendaraan autopilot di Amerika Serikat dan China dan pendekatan
konseptual (consepfual approach) untuk menganalisis konsep hukum yang berkaitan
dengan penggunaan kendaraan autopilot di Amerika Serikat dan China.

Penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal untuk menganalisis makna istilah hukum
dalom peraturan yang berkaitan dengan kendaraan dan pengemudi, sedangkan
penafsiran sistematis digunakan untuk menganalisis peraturan dalam sistem hukum yang
mengatur kendaraan autopilot di Amerika Serikat dan China. Studi literatur dari data
perundang-undangan, laporan kebijakan, dan artikel ilmiah yang relevan dari penelitian ini.
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Hasil dan Pembahasan

KEDUDUKAN HUKUM KENDARAAN AUTOPILOT DALAM SISTEM TRANSPORTASI DI INDONESIA

® Belum ada regulasi khusus: Pengaturan Lalu Lintas di Indonesia masih mengacu pada UU LLAJ No.
22/2009 yang dirancang untuk kendaraan konvensional berbasis kendali manusia, sehingga belum
mengakomodasi keberadaan kendaraan autopilot.

®* Ketidaksesuaian konsep subjek hukum: Regulasi saat ini memposisikan manusia sebagai satu-
satunya pengemudi dan subjek utama pertanggungjawaban (seperti kewajiban fokus mengemudi
pada Pasal 106 dan kepemilikan SIM perorangan pada Pasal 80). Hal ini fidak selarasnya dengan
sistem autopilot yang mengambil alin fungsi kendali kendaraan secara otomatis.

®* Keterbatasan aturan yang ada: Peraturan pendukung (seperti Permenhub No. 33/2018 serta
regulasi kendaraan listrik Permenhub No. 44/2020, No. 45/2020, dan No. 15/2022) baru sebatas
mengatur persyaratan teknis dan kelayakan fisik, namun belum mengatur standar keselamatan
khusus autopilot, prosedur kondisi darurat, pertanggungjawaban hukum produsen/pemilik, mauoun
asuransi.
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Lanjutan

® Urgensi pembaruan hukum: Indonesia memerlukan kebijakan khusus yang komprehensif unfuk
mengatur operasional dan pertanggungjawaban hukum kendaraan autopilot demi memberikan
kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat.
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Hasil dan Pembahasan

PENGATURAN HUKUM KENDARAAN AUTOPILOT DALAM NEGARA CHINA DAN AMERIKA

s E RI KAT Tingkat Klasifikasi Penjelasan
Pada tingkat 1m1 tidak terdapat sistem auiepilod, sehingga seluruh
Tingkat 0 No aulomation proses pengendalian lkendaraan sepenuvhnya dilakukan cleh
manusia.

Kendaraan telah dilengkapi dengan fitur bantuan tertentu, seperti
Tingkat 1 Assisiarce pengatur kecepatan otomatis (cruise confrel), namun kendali
utama tetap berada pada pengemudi.

Eendaraan mampu mengendalikan arah dan kecepatan serta
Tingkat 2 Patrial automation bersamaan, tetapi pengemudi tetap diwajibkan secara akthif
terhadap sistem, sebagaimana diteraplean pada Tesla aufopilof.

Pada tingkat ini kendaraan dapat menjalankan fungzi mengemudi
secara mandiri dalam kondisi tertentu, meslkipun pengemudia
tetap harus siap untuk mengambil alih kendali apabila
diperlukan.

Tingkat 3 Conditional auiomation

) ) ) Kendaraan dapat beroperasi tanpa intervensi mannsia dalam
Tingkat 4 High automation situasi dan kondisi tertentu yang telah ditetapkan

Keterlibatan manuszia sudah tidak diperlukan lagi karena seluruh

fungsl pengemudian dapat dilakmbkan secara otomatis, termasuk

tanpa perangkat kemudi konvensional maupun tanpa keberadaan
pengemudi 1fu sendiri.

Tingkat 5 Full qufomation

Tabel 1. Klasifikasi tingkat otomatisasi kendaraan menurut standar SAE [20]
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Lanjutan

Peralihan fungsi mengemudi dan klasifikasi SAE

Teknologi Al memungkinkan kendaraan mengambil alin tugas pengemudi. Regulasi mengacu pada
enam tingkat otomatisasi SAE (Level 0-5). Pada Level 0-2, manusia tetap menjadi pengemudi utama;
sedangkan pada Level 3-5, fungsi pengemudian beralih ke sistem otonom.

Pendekatan China (civil law)
® Terpusat dan preventif: pengawasan dilakukan secara terpusat dan ketat oleh pemerintah sebelum

kendaraan beroperasi (pre-operation control).

Redefinisi pengemudi: mengubah definisi pengemudi dari manusia menjadi pihak yang
memegang "kendali dinamis atas sistem” (seperti produsen, operator platform, atau
pengembang).

® Tanggung jawab mutlak (strict liability): menagjfuhkan tanggung jawab mutlak kepada

produsen/operator atas kegagalan sistem atau cacat perangkat lunak tanpa perlu membuktikan
kelalaian.
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Lanjutan

Pendekatan Amerika Serikat (common law)
([

Desentralisasi: Pemerintah federal (NHTSA) menerbitkan prdoman umum, sedangkan aturan
operasional diserahkan ke masing-masing negara bagian (seperti California yang ketat memuat
kewajiban disengagement report dan asuransi 5 juta dolar US, Nevada dan Texas yang progresif
melegalkan pengemudi otonom.

Pengawasan berbasis Post-Market: menekankan keselamatan, pengujian teknis, evaluasi berkala,
dan penentuan pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian (negligence) maupun cacat produk
(oroduct liability).
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Lanjutan

Aspek China Amerika Serikat
Sistem Hukum Civil Law Common Law
F‘”“fh:?g clf,a:;f I;;"I‘i"cgff"éf“de °F | (Caifornia Vehicle Code, pedoman
Norma Utama . m{fm gy iﬂ - lemei:%m NHTSA, Vehicle Safety Act, Nevada
fone Chasd Revised Statutes, Texas SB 2203
Fules 2024
Bentuk Regulasi Terpusat dan dikendalilan pemerintah . ;
Kendaraan Aufopilos puat Desentralisasi, diatur oleh negara bagian
K p Pengaturan Risk-control and Efﬂ?i&-ﬁigﬂ&ﬂ!ﬂﬂ?i Safetv-based and fec'.&ﬁ.j_:-.-!clg}i
regulation development regulation
Eendaraan otonom dikategorikan . .
ey - . e m Berdazarkan tingkat otomatizazi SAE
Klasifikasi Risiko sebagai aldtiv 1t:as herfsj:l-:n tingei (high- Level 0-5 dan tingkat risiko operasional
Fisk acfivin
Minisiry of Industry and Informaiion
Lembaga Pengatur Technology (MIT), Minisiry of Public DMV negara bagian NHTSA
Security (MPS)
Pengawasan sebelum operasional, Pengujian kendaraan, pelaporan
Model Pengawasan audit, persetujuan pemerintah, dan kegagalan sistem (disengagement
kontrol pembaruan sistem report), sertifikazi operazional
Tanggung Jawab wtrict Liabilify tethadap pihak yang Ex post liability melalu neglizence dan
Hukum mengendalikan sistem product llability
Perlindungan PHIMIEEEE melaj.lm 1angg:mgéawab Standar kendaraan, kewajiban azuransi,
Pengguna mutlak, pengawasan negara, dan dan pelaporan kecelakaan
= pembagian tanggung jawab yang jelas
Tinglat Fleksibilitas | Lebih ketat, terstruktur, dan terpnsat Tmggi dan adaptif terhadap
mghat Fleksibil: s L tet - CAfL IEIpus perkembangan telnologi

Tabel 2. Perbandingan konzep regulasi kendaraan otonom antara China dan Amerika Serikat.
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Lanjutan

Tabel perbandingan sebelumnya memperlihatkan perbedaan mendasar dalom cara kedua negara
merespons teknologi autopilot:

® Model tata kelola: China menggunakan mdel terpusat dengan regulasi tertulis yang ketat dari
pemerintah pusat (civil law), sementara Amerika Serikat menerapkan desentralisasi di mana
fleksibilitas aturan ditentukan oleh negara bagian (common law).

Prinsip pertanggungjawaban: China langsung membebankan tanggung jawab mutlak (sfrict
liability) kepada produsen/operator karena mengategorikan kendaraan otonom sebagai aktivitas
berisiko tinggi. Sebaliknya, Amerika Serikat berorientasi pada pembuktian kelalaion atau cacat
produk setelah insiden terjadi (ex post liability).

Penyusunan referensi bagi Indonesia: mengingat Indonesia menganut sistem civil law, pendekatan
terpusat dan prinsip strict liability dari China lebih cocok diadopsi. Namun, Indonesia juga perlu
mengambil aspek teknis Amerika Serikat terkait standar pengujian keselomatan dan kewajiban
pelaporan kegagalan sistem (disengagement report).
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Lanjutan

Negara Kelebihan Manfaat Konlkret Kekurangan Keterangan
MNegara bagian
Regulasi berbasis | Jiomounghkinkan omia do
phédnman dan penyvesuaian cepat Antar negara " California
B terhadap bagian, terjadi
adaptif {rﬁk—fifeﬂ' perkembanzan ketidakseras mmpcakag negara
? telmologm regulasi Yens sehaglan
regulation) Leend el besar memilila
= an afonaord kewenangan
pengaturan
Dapat memberikan
Sebagai acuan kemudahan Sering kali menjadi | Anggapan manusia
otomatizasi terhadap senglketa hukum sebagal pengemudi
kendara=n, pembagian ketiks menentukan utama masih
digunakamn standar tanggung jawab pihak mamna yang ditemukan pada
SAFE Lewel O0-5 dan klasifileasz bertanggung jawabk | beberapa yurisdikesi
tingleat otonom
Aé]::i];at Penzawasan yang Melalui evaluast Setelah kendaraan Cmenﬁikt:lnah
borhasis gﬂ: = berkala dam beroperazi, maka el J-:ura.u
market MGH*?I{H‘.? pelap-:lna._n__ pengaw'._lsaujuga I-:E-E:_Elﬂlﬂifﬂaﬂ dan
dan fg_;""e?-m;::feﬂg kegagalan sistem akan lebih banyal: Jice -
d dapat terdetek=i dilakukan HEGE
repori
. ' Percepatan Berpotensi .
ket Eﬁ glg e komerzialiasi menimbulkan P&mizlnn_t Er]:j;?[.{;iaj
{'i;,-‘r - Ts:sl telmelogl autopilot | perbedaan standar hﬁi—a ;Jlem] 1
=¥ dle} & dan mendorong kezelamatan antar it P
| kemajuan movasi perusahaan P
Dulungan tethadap | 5 3000 tekmologi Menimbulkan Y miadi
pengembangan ]; udgfa = ketidakpastian k -:I'E'lﬂa.'t'l.
industr: dan Edi an otonom hulum karens E:ku:ﬁl'f
regulasi van Passt Vans aturan berbeda- : Ets
relatif ﬂe];:sib-gél semakan dipercepat beda I:Elema{lﬂkasn slstem
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Lanjutan

Pesulas Keberlabuan secara | Inowvasi tebmolozl | Pengembangan dan
terkoordinasi oleh nasicnal dapat berjalan operasional
= Em':' -t ]Eld";: menjadikan dengan lambat kendaraan otonom
P].Ehjh teronsat kepastian hulum | apabila regulasinya | dikontrol kmat oleh
P terlihat lebih jelas ketat pemermtah
Defim= pengemudi hemberikan . . Crperator,
diperluas menjadi kepastian hulam ht:ﬁerlul:;ﬂn produsen, atau
pihak yang pada kendaraan }fﬂu] traa?:ts ;_Etzgi pengelola sistem
mengendalikan otomats tingkat ) P dapat diangzap
: e vang cukup besar : :
siztem kendarzan tmz =1 - E sebagal pengemudi
Penerapan sirict Korban lebih Beban tanggung Tidak perlu
fiability tethadap | mudah memperoleh | jawab hubum bagi membuktikan
produsen dan perlindungan dan produsen lebih unzur kelalaian
operator zanti gl besar terlebih dahulu
Penzawasan ketat Fusiko kegagalan Proses sertifikasi Semua sistem
= : 5 - harus melalm
sebelum kendaraan ziztem dapat dan penzinan anEiian dan
beroperasi (pre- | diminimalkan sejak |  memjadi lebih Fpeﬁ é‘mjm
China operaiion coniral) awal panjang pemerintah
Tanpa persetujuan
Mengurangsi nsike pemerintah,
P;ﬁwasan tekmologi yang ﬂell-{muif;]iva produsen tidak biza
perangiat lunake | “HIETEEREN | pembaruan - il
dan data kendaraan keam Jan telmologi
anan sl1ztem = pembaruan
terhadap sistem

Tabel 4. Analisis Regulas Kendaraan dengan Sistem Aufopilof di China dan Amerika Serikat

universitas
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Lanjutan

Analisis komparatif pada tabel 4 menunjukkan kelebihan dan kekurangan mendasar dari masing-
masing model regulasi:

Amerika Serikat (Sistem Adaptif dan Desentralisasi):

¢ Kelebihan uvtama: sangat mendukung inovasi, adopsi pasar, dan komersialisasi teknologi secara
cepat karena dorongan pihak swasta dan fleksibilitas aturan berbasis pedoman.

®* Kelemahannya: menimbulkan ketidakseragaman aturan antar negara bagian dan berpotensi
memicu sengketa hukum dalam menentukan kelalaian/kejelasan pihak yang bertanggung jawab.

China (Sistem Terpusat dan Kontrol Ketat):

¢ Kelebihan utama: memberikan kepastian hukum nasional yang kuat melalui redefinisi "pengemudi”
serta perlindungan maksimal bagi korban kecelakaan berkat penerapan asas strict liability dan
pengawasan sebelum operasional.

®* Kelemahannya: proses perizinan/sertifikasi menjadi panjang dan kurang fleksibel terhadap
pembaruan teknologi secara cepat karena seluruh pengujian serta pembaruan sistem harus
mendapat persetujuan pemerintah.
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Lanjutan

. . Bentuk penerapan di .
Konsep vang diadopsi Negara acuan Indomesia Tujuan
Klasifikas tingkat Dhatur dalam revis: U LLAT .
otomatisas] kendaraan Amerika Serikat atau PP khusus kendaraan ; Menent bb]m
(SAE Tingkat 0-3) otonom AfEEUns Jana
Eedefimisi pengemudi China Memperluas definiz }"'Iﬁlﬁklm kﬁi ng:iﬂﬂ
sebagal pengendall sistem pengemudi dalam U LLAJT atonom
g Produsen bertangoung jawzb Perlindungzan
Strict .i'm.fué:@ terhadap China ataz kegagzalan sistem keonzumen dan
produsen autopilot keselamatan
Pilat project dan zona w1 China dan IKN dyjadikan Kawasan ligﬁuﬂjfngséim
coba Amernka Serikat | pengujian kendaraan otonom insfrastruletur
Kewajiban pelaporan Amernika Serikat Pelaporan kecelakaan dan Transparansi dan
kegagalan sistem {California) kegagalan auiopilst pengawasan
Sertifikas1 dan standar 1 1 Pembentukan lembaga P
keselamatan kendaraan Amdan 35 pengujlan khusus kendaraan Menjanuin ke nal
otomom otonom “perasio
: = Pengaturan tanggung jawzb : :
Pgml.:n;hgmr; m‘ﬁ = China produsen, operator, dan K $mm ':LE
jawab antar p penyedia data ekosongan hukum
: Pengawasan penbaruan :
Pengawasan pemerintah : = Menjaga keamanan
terhadzp pembaruzan sistem China s ﬂ: kendarmim oleh sistem kendaraan

Tabel 3. Fekomendas1 penerapan regulas kendarasn otonom di Indonesia berdasarkan studi komparatif.
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Lanjutan

Tabel rekomendasi di atas merumuskan langkah-langkah strategis bagi Indonesia dengan
mengombinasikan keunggulan sistem hukum dari China dan Amerika Serikat:

®* Pemanfaatan kombinasi model hukum (Hibrida): Indonesia yang menganut sistem civil law secara
mendasar lebih cocok mengadopsi pendekatan China dalam hal kontrol terpusat, pengawasan
pemerintah (termasuk update software), redefinisi sibjek pengemudi menjadi pengendali sistem
dinamis, serta penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak prosuden).

® Pengadopsian standar teknis Amerika Serikat: Dari Amerika Serikat, Indonesia disarankan
mengambil standar teknis berupa adopsi tingkat otomatisasi SAE (Level 0-5) untuk memetakan
batasan hukum secara jelas, kewajiban pelaporan kegagalan sistem (disengagement report), serta
skema pilot project.

® Uji coba di Ibu Kota Nusantara (IKN): penerapan kawasan uji coba khusus (sepertfi di IKN)
direkomendasikan untuk menguji kesiapan infrastruktur dan keandalan sistem autopilof sebelum
dilepas secaa resmi di jalan raya umum secara nasional.
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Kesimpulan

Saat ini, UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum dapat memberikan
kepastian hukum terhadap pengoperasian kendaraan aufopilot. Hal ini terjadi karena UU LLAJ sendiri
masih berdasarkan pada pengawasan kendaraan konvensional. Akibatnya, kekosongan regulasi pun
terjadi yang mencakup mekanisme pengawasan teknologi, standardisasi keselamatan sistem, atribusi
tanggung jaowab hukum saat terjadi kecelakan, maupun status hukum kendaraan dengan sistem
autopilot. Sebagai komparasi, China dan Amerika Serikat telah mengimplementasikan regulasi melalui
pendekatan yang kontras dan lebih difinitis. China menerapkan sistem pengawasan terpusat yang
membebankan doktrin sfrict liability kepada pengendali sistem kendaraan. Sebaliknya, Amerika
Serikat mendesentralisasikan tata kelola kepada pemerintah tingkat negara bagian dengan
memusatkan pada pengujian operasional, standardisasi keselamatan, serta pengawasan teknis
sistem aqutopilot. Guna menanggapi kedua model tersebut, Indonesia harus segera memperbarui
regulasi domestik melalui beberapa langkah strategis, antara lain mengadopsi klasifikasi otomatisasi
standar SAE, merevisi subjek hukum pengemudi menjadi pengendali sistemm serta menerapkan
prinsip strict liability kepada produsen. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan zona uji coba khusus
dan menyelenggarakan sertifikasi keselamatan secara berkala. Serangkaian reformasihukum - ini
penting untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin perlindungan publik, membangun ekosistem
transportasi otonom yang aman.
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